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PUTUSAN 
Nomor 315/B/2022/PT.TUN.JKT 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA 


memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding 
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem 
Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. dalam 


perkara antara : 


1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 
BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Ambon No. 1B, Kelurahan 


Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung- Jawa Barat: 


Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 
KB.01.06/1896-Disdukcapil/2022 tanggal 7 Juni 2022 memberikan 
kuasa kepada DENDI HERMANSYAH, S.E., M.Ap, Warganegara 
Indonesia, Pekerjaan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung, memilih alamat pada Kantor Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Jalan Ambon Nomor 1 B, Kota 
Bandung, Provinsi Jawa Barat; disebut sebagai Semula 
TERGUGAT I, 


2. LUCIA ELVI INGGRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 
Wiraswasta, Beralamat di Jalan Jati Asih Blok D 6 Nomor. 1 RT.002 
RW.007, Kelurahan Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten 
Bandung, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai PEMBANDING I/ 
Semula TERGUGAT II INTERVENSI 1; 


3. BELLA BAHRAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus 
Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Cidadap Girang Nomor. 40 
RT.003 RW.005, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota 
Bandung, Provinsi Jawa Barat: disebut sebagai PEMBANDING II/ 
Semula TERGUGAT II INTERVENSI 2; 
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Untuk Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dalam 
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2022 
memberikan Kuasa kepada : 

1. YADI ASRIYADI, S.H: 

2. NANDANG SUTISNA, S.H, 

3. HENDARSYAH AMRULLAH, S.H, 

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Para 
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan 
Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia (LBHPPI) 
beralamat di Jalan Sitimunigar Nomor 59 A, RT.003 RW.002, 
Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, 
Jawa Barat, Telp.08121481737-081931234012, alamat elektronik 


asriyadi.lawfirm@ gmail.com; 


MELAWAN : 


BAHRAM, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jl. Lombok 
No. 17, RT. 004/RW.003 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur 
Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022 
memberikan Kuasa kepada : 

1. TEGUH MOCHAMMAD RAMDHAN, S.H; 

2. PANSAURAN, S.H; 

3. GRANDY TRY HAMDHANI, S.H; 

4. MEGGIE SUMEGGIE,S.H. 

5. RISHKI YUCKY RESTU,S.H. 

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat 
pada Firma Hukum SITEPU, RAMDHAN & Co., beralamat di 
Gedung Graha Mulia Sejahtera Lt. 2, Jalan Terusan Jakarta No. 
175A Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota 
Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik 
sitepu.ramdhan.lawfirm@gmail.com. disebut sebagai TERBANDING/ 
Semula PENGGUGAT: 
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut: 


Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 


tidak terpisahkan dari putusan ini: 
DUDUK PERKARA 


Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk 
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung Nomor 54/G/2022/PTUN-BDG tanggal 27 Oktober. 2022 yang 


amarnya berbunyi sebagai berikut: 


MENGADILI: 
DALAM EKSEPS | : 


- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; 
DALAM POKOK PERKARA : 


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya: 

2. Menyatakan batal Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 
Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya 
Il Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bandung atas nama Bella Bahram, lahir di Bandung pada tanggal 
23 Oktober 1999: 

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor 
Catatan Sipil Kota madya Il Bandung sekarang Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama Bella 
Bahram, lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999: 

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang 
baru atas nama Bella Bahram lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 
1999, dengan mengubah pernyataan terkait Bella Bahram merupakan 
anak dari pasangan suami istri Bahram (Penggugat) dengan Lucia Elvi 
Inggriani (Tergugat II Intervensi 1) menjadi pernyataan jika Bella Bahram 
merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Lucia Elvi Inggriani 


(Tergugat II Intervensi 1); 
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5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II 
Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul 
dalam perkara ini sebesar Rp. 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh 
Lima Ribu Rupiah): 


Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 
54/G/2022/IPTUN-BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari 
Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum 
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II 
Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2: 


Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan 
pada tanggal 9 November 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 
54/G/2022/IPTUN-BDG tanggal 9 November 2022 agar diperiksa dan 
diputus dalam pengadilan tingkat banding: 


Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sampai saat 


sengketa ini diputus, 


Bahwa sebelum perkara a guo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui Sistem Informasi 
Pengadilan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan 
untuk mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik melaui Sistem 
Informasi Pengadilan: 


PERTIMBANGAN HUKUM 


Menimbang, bahwa Pembanding I/ semula Tergugat II Intervensi 1 
dan Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 2 yang selanjutnya 
disebut sebagi Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut di atas, yang 


selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Pertama: 


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang 
pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu 


pengajuan banding: 
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Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka 
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 
tanggal 27 Oktober 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada 


para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan: 


Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan 
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum 
pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam 


sidang terbuka untuk umum: 


Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan 
banding pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta 
Permohonan Banding Nomor 54 /G/2022/PTUN-BDG dan setelah dihitung 
dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai 
dengan pengajuan banding pada tanggal 9 November 2022, maka 
permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 
kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di 
Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SKI/XII/2019 tentang 
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan 
Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh 


karenanya permohonan banding secara formal diterima, 


Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan 
banding adalah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intevensi 2 maka 
dalam perkara ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 
didudukkan sebagai Para Pembanding, sedangkan Penggugat didudukan 
Terbanding dan Tergugat karena tidak mengajukan banding didudukkan 
sebagai Tergugat I: 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
Nomor 54/G/2022/PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan 
banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding 
untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan 


dalam Duduknya Sengketa di atas: 
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Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara, memperhatikan 
keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan 
oleh pihak-pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding 
akan memberikan pertimbangkan hukum dan pendapat seperti diuraikan 


berikut di bawah ini: 
I. Dalam Eksepsi 


Menimbang, bahwa didalam jawaban Para Pembanding telah 
diajukan eksepsi atas gugatan Terbanding yang selengkapnya sebagaimana 
pada jawaban Para Pembanding tentang eksepsi yang tercantum dan 
dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 19 sampai dengan 20 
dan pada halaman 21 sampai dengan 24 yang pokok-pokoknya dapat 


dimaknai adalah sebagai berikut : 
1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie): 
2. Eksepsi Tentang Gugatan Daluarsa, 


Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Pembanding 
tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah 
menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, 
dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan 


Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi, 


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding 
pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi Tentang Kewenangan 
Mengadili (Absolute Competentie) dengan memperhatikan fakta-fakta hukum 


sebagai berikut: 


- Bahwa berdasarkan gugatan Terbanding/Penggugat,  Terbanding/ 
Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Mei 2022 
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung pada Tanggal 3 Juni 2022 dan telah terdaftar dalam Register 
Perkara Nomor: 54/G/2022/PTUN.BDG, (vide tercantum dan dikutip 


pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 3): 


- Bahwa berdasarkan dalil dalam. gugatan Terbanding/Penggugat 


Bahwa Terbanding/Penggugat mengenal dengan seseorang bernama 
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LUCIA ELVI INGGRIANI sekira antara tahun 1993-1994 yang mana 
terjalin hubungan badan layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan 
pernikahan sampai dengan sekira akhir tahun 1996 bertepatan 
dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Bony (vide 
tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
halaman 10,11 angka 4): 


- Bahwa setelah lahirnya anak tersebut, Terbanding/Penggugat tidak 
pernah lagi berhubungan layaknya suami-istri dikarenakan kesibukan 
dari PENGGUGAT sebagai instruktur senam ( vide tercantum dan 
dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 11 angka 
5); 


- Bahwa pada sekira tahun 1999 lahir seorang anak yang diberi nama 
BELLA BAHRAM yang diakui oleh LUCIA ELVI INGGRIANI sebagai 
anak kandung dari Terbanding/Penggugat padahal Terbanding/ 
Penggugat sejak sekira akhir tahun 1996 sudah tidak lagi 
berhubungan layaknya suami-istri dengan LUCIA ELVI INGGRIANI 
(vide tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat 


Pertama halaman 11 angka 6): 


- Bahwa Terbanding/Penggugat merasa sangat dirugikan dengan 
adanya objek gugatan a guo karena akan berdampak pada 
permasalahan keperdataan waris Terbanding/Penggugat (vide 
tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
halaman 12 angka 10), 


- Bahwa dengan demikian berarti permasalahan yang merugikan 
Terbanding/Penggugat dengan terbitnya objek gugatan a guo 
permasalahan keperdataan yaitu masalah waris: 


- Bahwa berdasarkan dalil dalam jawaban Tergugat | menyebutkan jika 
terdapat ketidaksesuaian nama bapak pada Akta Kelahiran Nomor 
16905/1999, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, berbunyi sebagai berikut : 
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a. Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan 


putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: 


b. Ayat (2) : Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan 
akta sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil 
membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan 
akta akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek 
akta (vide tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat 
Pertama halaman 19,20 angka 7) 


Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah 
diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan terbitnya objek gugatan a 
quo adalah permasalahan keperdataan oleh karenanya pembatalan Akta 
Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
adalah kewenangan Pengadilan Negeri, 


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat | tentang 
Tentang eksepsi Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie) adalah 
cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenya eksepsi tersebut 
haruslah dinyatakan “diterima”: 


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang 
Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie) Terbanding/Penggugat 
dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi 
lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi: 


II. Dalam Pokok Perkara 


Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah 
sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat 
Pertama, 

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut di atas, eksepsi Tergugat 
| tentang Kewenangan Mengadili (Absolute. Competentie), Terbanding/ 
Penggugat dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap 
gugatan Terbanding/Penggugat. haruslah dinyatakan tidak diterima, dan 
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dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara 
tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut: 


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 
telah diurakan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat 
dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Bandung Nomor 54/G/2022/PTUN-BDG, tanggal tanggal 27 Oktober 2022., 
oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan- Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri 


sebagaimana amar putusan ini, 


Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum sengketa perkara ini maka pihak Terbanding/Penggugat dinyatakan 
pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 
110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
pihak Tergugat/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam 
dua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding dicantumkan 


sebagaimana amar putusan ini: 


Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai 
Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya 


yang terkait dengan sengketa ini; 
MENGADILI 


- Menerima permohonan banding Pembanding I/ semula Tergugat II 
Intervensi 1 dan Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi 2: 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 
54/G/2022/PTUN-BDG, tanggal tanggal 27 Oktober 2022: 


MENGADILI SENDIRI 
I. Dalam Eksepsi 


- Menerima Eksepsi Tergugat l; 
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Il. Dalam Pokok Perkara 


- Menyatakan gugatan Terbanding /Semula Penggugat tidak diterima, 

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara 
dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 
250.000,- (dua ratus lima puluh riburupiah): 


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa , tanggal 7 
Pebruari 2023, oleh Undang Saepudin, S.H., M.H., Hakim Tinggi 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis 
yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 
bersama-sama dengan H. M. Arif Nurdw'a, S.H., M.H. dan Budhi Hasrul 
S.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari 
Jum'at , tanggal 10 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh 
Odang Dermawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, 


Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, 
ttd ttd 
H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H. Undang Saepudin, S.H., M.H. 
ttd 


Budhi Hasrul S.H., 


Panitera Pengganti 


ttd 


Odang Dermawan, S.H. 


Perincian Biaya Perkara : 


1; REDAKSI Li enek anna awak : Rp. 10.000,00 
an na : Rp. 10.000,00 
3. Biaya proses banding ......................... : Rp. 230.000,00 


Jumlah : Rp. 250.000,00 


Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah. 
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